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PENDAHULUAN 

Salah satu solusi pemulihan ekonomi adalah dengan mengakses layanan pajak secara online 

yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak dimana saja dan kapan saja. Dengan perkembangan teknologi 

yang semakin pesat, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan upaya dalam rangka pemulihan 

ekonomi negara yaitu penerapan digitalisasi administrasi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah 

saat ini merupakan momen yang tepat dimana Wajib Pajak dengan segala keterbatasannya selama 

masa pandemi Covid-19 masih dapat beraktivitas terkait dengan perpajakan melalui layanan pajak 

secara elektronik dan online melalui aplikasi DJP Online. Adapun yang diterapkan digitalisasi 

administrasi perpajakan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah seperti e-registration (Sistem 

Pendaftaran Wajib Pajak secara Online), e-filling (Pengiriman SPT secara online melalui internet), e-

billing (Sistem Pembayaran pajak secara elektronik), e-form (Formulir SPT elektronik berbentuk file), 

e-SPT (Penyerahan SPT dalam media digital) dan sebagainya, serta terbitnya PMK Nomor 

9/PMK.03/2018 merupakan sarana untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak agar bertambahnya 

peneriman pajak. 
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 The phenomenon behind this research is the increasingly rapid 

development of technology and the Covid-19 pandemic which has 

prompted the Directorate General of Taxes (DGT) to make efforts to 

implement digitalization of tax administration. This is done as a 

response to the regulation on limiting taxpayer visitors at the tax 

office by the government in face-to-face services. This digitalization 

requires taxpayers to take care of tax administration electronically 

or online through the DJP Online application. This study aims to 

determine the relationship between tax services and taxpayer 

compliance in an effort to optimize individual tax revenues during 

the Covid- 19 pandemic. This research was conducted at the 

Primary Tax Office of Tanah Abang Tiga, Jakarta. The author used 

a descriptive qualitative research method, where data was collected 

through interviews, observation, and documentation and the results 

are described as was during data collection. The data collected 

consisted of primary data, namely the result of interviews, and 

secondary data, namely documentation of data at the the tax office. 

The results of this study indicate that: (1) The implementation of tax 

administration digitalization works well and is effective in 

optimizing individual tax revenue during the Covid-19 pandemic; (2) 

inhibiting factors in the application of tax administration are the 

taxpayer's lack of understanding of technology, lack of 

infrastructure and personnel and IT resources, internet network 

problems, systems that are not well prepared, and restrictions on 

taxpayer visits to the tax office; and (3) the driving factor in the 

application of tax administration digitalization is that the DGT is 

motivated to update servers and data and the Account 

Representative (AR) is active in approaching taxpayers. 
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Dampak Covid-19 adalah adanya pembatasan pengunjung Wajib Pajak di KPP Pratama Tanah 

Abang Tiga Jakarta dalam pelayanan tatap muka dan mengharuskan Wajib Pajak menggunakan 

digitalisasi administrasi perpajakan secara online. Kenyataannya proses untuk melakukan efisiensi 

kewajiban pajak melalui teknologi digital ini, tidak semudah yang dibayangkan yaitu kesulitan yang 

dialami Wajib Pajak untuk entry data dokumen perpajakannya karena belum memahami sepenuhnya 

mengenai mekanisme penggunaaan sistem teknologi dalam perpajakan. Hal ini dikarenakan masih 

banyak Wajib Pajak yang kurang pemahaman tentang pengoperasian digitalisasi administrasi 

perpajakan seperti jika Wajib Pajak melakukan pendaftaran NPWP melalui e-registration, Wajib Pajak 

melakukan pembayaran secara online melalui e-billing, dan Wajib Pajak melakukan pelaporan Surat 

Pemberitahuan (SPT) melalui e-filling. Hal tersebut Wajib Pajak mengalami kesulitan terutama Wajib 

Pajak berumur seperti ibu rumah tangga serta sampai lanjut usia dikarenakan yang tidak terbiasa 

melakukan digitalisasi administrasi perpajakan yang dilakukan dengan teknologi elektronik secara 

online, sangat penting adanya sosialisasi serta edukasi perpajakan. 

Menurut KPP Pratama Tanah Abang Tiga Jakarta turunnya jumlah pelaporan SPT tahun 2020 

menjadi pembelajaran baik Wajib Pajak maupun KPP Pratama Tanah Abang Tiga. Kedepannya, KPP 

Pratama Tanah Abang Tiga Jakarta akan semakin banyak memanfaatkan pelayanan melalui saluran 

elektronik dan teknologi informasi berbagai kanal media sosial dan media masa digital untuk 

menginformasikan berbagai kebijakan perpajakan merespon pandemi Covid-19 dengan memanfaatkan 

digitalisasi administrasi perpajakan akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak maka akan 

meningkatkan juga upaya optimalisasi penerimaan pajak disaat pandemi Covid-19 dan pada masa 

depan saat pandemi Covid-19 sudah berakhir. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini karena 

tingkat penerimaan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

Pratama Tanah Abang Tiga Jakarta dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sudah memenuhi 

harapan, dimana pada realisasi pelaporan SPT pada tahun 2020 mengalami penurunan pada tahun 

sebelumnya tetapi terbilang cukup dalam kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi disaat pandemi. 

Peneliti memilih obyek tempat di kota Jakarta ingin mengetahui yang dimana sudah menerapkan pada 

sistem elektronik online pelayanan pajak.  

Walaupun saat Pandemi yang terjadi saat ini juga memengaruhi kendala terhadap Wajib Pajak 

yang masih kurang paham pengoperasian sistem penerapan digital dalam melakukan perpajakannya. 

Segala upaya yang dilakukan oleh fiskus untuk meningkatkan kepatuhan yang dapat mengoptimalkan 

penerimaan Wajib Pajak Orang Pribadi, hambatan yang terjadi dalam penerapan digitalisasi 

administrasi perpajakan dimasa pandemi Covid-19 dan sesudah masa pandemi Covid-19 khususnya 

pada KPP Pratama Tanah Abang Tiga Jakarta. Berdasarkan latar belakang dan fenomena tersebut, 

maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Analisis Penerapan Digitalisasi 

Administrasi Perpajakan Dalam Upaya Mengoptimalkan Penerimaan Wajib Pajak Orang 

Pribadi Dimasa Pandemi COVID-19 Pada KPP Pratama Tanah Abang Tiga Jakarta Tahun 

2020.” 

KAJIAN PUSTAKA (Contoh) 

 

1. Administrasi : Menurut (Sahya, 2012:11), ”Administrasi adalah sebuah proses pengadministrasi 

yang sumber – sumbernya terkait tugas pekerjaan dalam tingkat organisasi apa pun dilaksanakan 

dengan baik.” 

2. Administrasi publik : adalah suatu upaya yang penting dalam memberikan upaya dari grup 

kooperatif yang meliputi bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang memformulasikan 

kebijakan publik, oleh karena itu usaha tersebut merupakan yang diatur antara mereka yang saling 

keterkaitan pada komponen dari proses politik yang memiliki hubungan dengan cara yang berbeda 

dan administrasi swasta (private) dan sangat erat kaitannya dengan kepentingan individu dan 

sebagian besar masyarakat. 

3. Pajak : Menurut Mardiasmo (2016:3), menyatakan bahwa: Pajak adalah pengiuran yang masuk 

dalam pemasukan kas negara yang wajib oleh rakyat sesuai dengan pelaksanaan perundangan 

secara dipaksa tanpa belas jasa. Pengiuran tersebut dilakukan agar dapat digunakan negara dengan 

memberikan suatu pemahaman jika masyarakat ditutut untuk membayar pajak dengan kesadasaran 

serta sukarela sebagai warga negara yang baik. 
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4. Analisis : Menurut (Sugiyono, 2015:335), menyatakan bahwa : “Analisis adalah suatu kegiatan 

untuk mengetahui pola, dan cara berfikir secara sistematis dengan berkaitan pengujian atas sesuatu 

untuk menentukan tugas bagian, serta hubungan secara keseluruhannya”. 

5. Penerapan atau Implementasi : menurut Teori Jones (Mulyadi, 2015:45), menyatakan bahwa: 

“Those Activites directed toward putting a program into effect”. Diartikan, “Proses mewujudkan 

program hingga memperlihatkan hasilnya”. 

6. Teknologi digital :  adalah teknologi canggih yang dapat mempermudahkan manusia dalam 

melakukan mengakses suatu berbagai cara informasi, dengan tercapainya memberikan fasilitas 

melalui teknologi digital secara bebas, hal munculnya dampak negatif dapat menjadi ancaman. 

7. E-registration : Menurut Sultoni (2013:39), menyatakan bahwa : E-registrasion adalah 

pengembangan dan penyempurnaan yang dilakukan Ditjen Pajak dalam melakukan suatu sistem 

secara baik, dengan salah satu cara menciptakan sistem mekanisme terkait pendaftaran Wajib 

Pajak dengen penerapan aplikasi e-registration secara online. 

8. Kepatuhan Wajib Pajak : Menurut Norman D. Nowal dalam Siti Kurnia Rahayu (2017:193), 

“Kepatuhan Wajib Pajak adalah ketaat wajib pajak dalam melaksanakan suatu ketentuan 

perpajakan yang berlaku, dengan Wajib pajak yang patuh dapat memenuhi kewajiban perpajakan 

sesuai dengan peraturan Undang – undang.” 

KERANGKA PEMIKIRAN  

Salah satu potensi di bidang perpajakan saat ini adalah Penerapan Digitalisasi Administrasi 

Perpajakan, digitalisasi administrasi perpajakan merupakan salah satu layanan pajak secara teknologi 

komunikasi dan informasi melalui elektronik data maupun internet yang berkembang pesat di 

Indonesia, hal disebabkan oleh meningkatnya pengguna digital dan internet di Indonesia. Digitalisasi 

administrasi perpajakan sebagai salah satu pemanfaatan sistem pelayanan pajak oleh DJP, sehingga 

masyarakat dapat mengakses program website dalam data untuk melakukan kewajiban perpajakannya 

dimanapun dan kapanpun. Kemudahan seperti ini menjadikan digitalisasi administrasi perpajakan 

sebagai layanan pajak yang dapat berkembang di masyarakat modern seperti sekarang ini agar 

masyarakat lebih patuh dan taat pajak maka akan meningkatkan serta mengoptimalkan penerimaan 

pajak. 

Melihat perkembangan digitalisasi administrasi perpajakan yang sangat pesat, maka diperlukan 

strategi yang efektif bagi otoritas perpajakan dalam menyikapinya. Yang herus diperhatikan adalah 

tetap menjaga pertumbuhan yang pesat ini agar tidak terjadi penurunan penerimaan pajak yang 

diakibatkan oleh pandemi Covid- 19 dan berdampak pada setelah Covid-19 berakhir. selama ini 

potensi penerimaan perpajakan atas pelaporan wajib pajak orang pribadi serta wajib pajak orang 

pribadi dengan melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam penerapan digitalisasi administrasi 

perpajakan pada layanan pajak dapat menjadi sorotan otoritas perpajakan, apakah sistem yang 

diperoleh digitalisasi administrasi perpajakan yang dijadikan objek pajak dan bagaimana pemanfaatan 

teknologi sudah maksimal dan menjadikan lebih efektif untuk memudahkan wajib pajak melaksanakan 

kewajiban perpajakannya. 

Mengetahui terkait mengolah kerangka pemikiran dalam penerapan digitalisasi administrasi 

perpajakan. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010) dalam Ria Noviana dan Parjiana (2015:200-203) 

Penerapan sistem tersebut mencangkup 4 (empat) entitas pengukur kesuksesan dan kegagalan 

penerapan Digitalisasi Administrasi Perpajakan. Entitas-entitas tersebut bekerjasama secara simultan 

dan saling mempengaruhi satu sama lain guna untuk mencapai suatu tujuan, sebab itu sangat penting 

sekali pada aspek 4 (empat) entitas tersebut sebagai kunci keberhasilan. Berikut empat entitas 

penentuan keberhasilan penerapan yaitu : (1) Struktur Organisasi, (2) Penyempurnaan proses bisnis 

melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi, (3) Penyempurnaan manajemen sumber 

daya manusia, dan (4) Pelaksanaan Good Governance 

METODE PENELITIAN 

Pada penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif 

dengan metode studi kasus, yaitu sebuah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Terdapat dua 

macam metode penelitian antara lain metode kualitatif dan kuantitatif. Metode penelitian merupakan 
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cara untuk memperoleh data primer dan sekunder digunakan untuk menyusun suatu karya ilmiah 

sehingga terdapat suatu kebenaran. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil  

Tabel IV. 2 

Data Wajib Pajak Orang Pribadi dan Persentase Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 

KPP Pratama Tanah Abang Tiga Jakarta Tahun 2018 – 2020 

Tahun Jumlah 

Wajib 

Pajak 

Terdaftar 

OP 

Jumlah 

Wajib 

SPT OP 

Jumlah Tidak 

Wajib SPT OP 

Realisasi 

Pelaporan Wajib 

Pajak OP 

Persentase 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

OP 

2018 23192 7612 15580 5374 71% 

2019 23959 7159 16800 5886 82% 

2020 25186 7725 17461 5143 67% 

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanah Abang Tiga Jakarta (dioalah,2021). 

Berdasarkan data tersebut, menunjukkan ada peningkatan jumlah Wajib Pajak Terdaftar Orang 

Pribadi, jumlah Wajib SPT Orang Pribadi, dan jumlah tidak wajib SPT Orang Pribadi dari tahun ke 

tahun. Sedangkan tahun 2020 realisasi pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi yang masuk adalah 5143 

dan Persentase Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi sebesar 67% mengalami penurunan dibanding 

tahun 2019, namun terbilang sangat cukup. 

 

Tabel IV. 3 

Jumlah Target dan Realisasi Penerimaan Pajak OP KPP Pratama Tanah Abang Tiga Jakarta 

Tahun 2018 – 2020 

No. Tahun Target Realisasi Persentase 

1. 2018 32,838,690,000 14,055,405,599 43% 

2. 2019 16,428,935,000 15,501,037,876 94% 

3. 2020 16,600,424,000 64,548,930,836 389% 

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanah Abang Tiga Jakarta (dioalah,2021) 

 

Berdasarkan tabel diatas, jumlah target penerimaan pajak Orang Pribadi mengalami penurunan 

sedangkan realisasi penerimaan pajak Orang Pribadi mengalami peningkatan yang mempunyai 

persentase pada tahun 2020 sebesar 389%, sebab ada kebijakan pada pemeriksaan rutin maupun non 

rutin dari kantor pusat. 

Tabel IV. 4 

Jumlah Wajib Pajak Lapor SPT Orang Pribadi KPP Pratama Tanah Abang Tiga Jakarta 

Tahun 2018 – 2020 

No. Tahun E-filling E-form E-SPT Manual 

1. 2018 4294 381 58 641 

2. 2019 4936 622 32 296 

3. 2020 4630 512 36 150 

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanah Abang Tiga Jakarta (dioalah,2021) 
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Berdasarkan data diatas, jumlah wajib pajak lapor SPT meliputi yang terdiri dari aplikasi E-

Filling dan E-Form pada tahun 2020 mengalami penurunan dengan jumlah masuk sebesar 4630 dan 

512, sedangkan E-SPT pada tahun 2020 mengalami peningkatan dengan jumlah masuk sebesar 36. 

Sedangkan pada lapor SPT manual pada tahun 2020 mengalami penurunan dengan jumlah masuk 

sebesar 150. 

PEMBAHASAN 

1. Analisis Penerapan Digitalisasi Administrasi Perpajakan Dalam Upaya Mengoptimalkan 

Penerimaan Wajib Pajak Orang Pribadi Dimasa Pandemi Covid-19 Pada KPP Pratama 

Tanah Abang Tiga Jakarta Tahun 2020 

 

Dalam menganalisis penerapan digitalisasi administrasi perpajakan pada KPP Pratama 

Tanah Abang Tiga, Berdasarkan hasil wawancara penelitian. Peneliti mengkaji dengan 

menggunakan teori Siti Kurnia Rahayu yang terdiri dari empat indikator, yaitu sebagai berikut : 

1) Struktur organisasi 

Struktur organisasi merupakan unsur peran, kegiatan kepada sub unit - sub unit, 

wewenang, dan jaringan komunikasi. Dalam hal ini yaitu metode dan cara dengan melakukan 

adanya pelayanan dan pengawasan terkait penerapan digitalisasi administrasi perpajakan yang 

memegang peran yang sudah ditentukan pada alur perintah prosedur dari kantor pusat yang 

diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam membenahi fungsi pelayanan disaat 

Covid-19, mengeluarkan kebijakan – kebijakan aplikasi seperti adanya DJP Online dengan satu 

aplikasi dengan menelusuri website www.pajak.go.id dengan masuk ke single login dapat 

mengakses dengan mudah, cepat, dan tepat. Peran dalam administrasi perpajakan mengenai 

digitalisasi pada KPP Pratama Tanah Abang Tiga adalah Pelaksana Seksi Pengolahan Data dan 

Informasi. Dengan adanya Account Representatif dapat membantu menggali potensi Wajib 

Pajak pada KPP Pratama Tanah Abang Tiga yang terbilang sudah baik dan efektif di masa 

pandemi dengan adanya beberapa konsultasi pelayanan digitalisasi antara lain call, zoom 

meeting dan WhatsApp memberikan solusi permasalahan yang terjadi kepada Wajib Pajak 

Orang Pribadi. Hal ini telah sesuai dengan hasil wawancara para informan dalam penelitian ini. 

2) Penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi 

Proses bisnis yang ada dalam digitalisasi yang telah dijalankan pada KPP Pratama Tanah 

Abang Tiga adalah cara petugas dalam penerapan digitalisasi administrasi perpajakan dengan 

permohonan – permohonan Wajib Pajak yang menggunakan manual menjadi menggunakan 

sistem digitalisasi. Pemerintah terus berupaya berusaha, dengan memberikan fasilitas – fasilitas 

kepada pengusaha maupun Orang Pribadi dengan tujuan agar dapat bergerak ekonomi misalkan 

pembebasan pajak, pengurangan pajak dan secara tidak langsung adanya digitalisasi bermanfaat 

dalam pembatasan kerumunan agar tidak terjadi penularan Covid- 19 yang besar akan 

berpengaruh pada berkurangnya pengeluaran dana pemerintah. Bertujuan untuk pemulihan 

ekonomi negara disaat pandemi Covid-19 dengan mencapai target yang ditetapkan secara 

penerimaan pajak walaupun target tersebut diturunkan. Dengan tingkat kepatuhannya menurun 

sedikit, namun terbilang persentase kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi cukup pada tahun 

2020 dapat dilihat pada tabel IV.2. 

3) Penyempurnaan manajemen sumber daya manusia  

Kuantitas dan kualitas dari petugas pajak berjalan dengan baik, yang terlibat langsung 

saat Covid-19 dengan kuantitasnya secara dinamis dan kualitas dari segi jabatan, pengetahuan, 

dan kemampuan yang berbeda terus meningkatkan dan menyetarakan persamaan baik kualitas 

dari segi kompetensi, profesional, keterampilan maupun pengetahuan terus berusaha. Petugas 

pajak dalam menyampaikan informasi dan respon petugas pajak kepada Wajib Pajak Orang 

Pribadi saat Covid-19 terkait pelayanan pajak dalam penerapan digitalisasi administrasi 

perpajakan dengan cukup baik, ramah, singkat, padat, dan jelas. Penyermpurnaan manajemen 

sumber daya manusia sangat penting, sebab secara internal sangat membantu dalam pekerjaan 



Jurnal Reformasi Administrasi : Jurnal Ilmiah Mewujudkan Masyarakat Madani           P-ISSN 2355-309X , E-ISSN 2622-8696 

Vol. 11, No. 1, Maret  2024, pp. 40-48         45 

   

 

Diajeng Dara Ayu Kantiningrum,  Alief Ramdan (Analisis Penerapan Digitalisasi Administrasi Perpajakan Dalam Upaya ...) 

terutama pada pengawasan yang menjadi lebih efektif dan efisien. Hal ini telah sesuai dengan 

hasil wawancara para informan dalam penelitian ini. 

4) Pelaksanaan good governance 

KPP Pratama Tanah Abang Tiga memegang nilai – nilai Kemeterian Keuangan dalam 

norma etika yang diutamakan yaitu integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan dan 

kesempurnaan. Nilai yang menjadi prinsip – prinsip good governace yang dilakukan pada KPP 

Pratama Tanah Abang Tiga antara lain Wawasan ke depan adalah melakukan perencanaan 

Langkah dan pelaksanaan sekaligus evaluasi dalam memperbesar atau mempercepat angka 

penerimaan negara wilayah Tanah Abang Jakarta yang dilakukan secara berskala dengan 

adanya kontrak kerja yang didalamnya terdapat indikator untuk mengukur kinerja sesuai 

prosedur melalui IKU bahwa KPP Pratama Tanah Abang Tiga Jakarta telah melaksanakan 

prinsip wawasan ke depan dengan baik. Transparansi adalah diperlukan adanya kemudahan 

dalam memperoleh informasi untuk itu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai induk dari KPP 

Pratama Tanah Abang Tiga Jakarta menyediakan website yang secara menyeluruh se-Indonesia 

sama untuk semua kegiatan perpajakan yakni DJP Online dalam situs website www.pajak.go.id 

dan juga hotline maupun telepon klik pajak serta berbagai media cetak maupun elektronik 

ataupun info capaian KPP informasinya melalui Kantor Wilayah (Kanwil) dan KPP Pratama 

Tanah Abang Tiga juga memiliki akun pada media sosial seperti Facebook, Instragram, dan 

twitter maupun email KPP Pratama Tanah Abang Tiga dapat melihat bagaimana kinerjanya 

sehingga tidak ragu dan dapat sukarela dalam membayar pajaknya dengan transparansi dengan 

cukup baik.  

 

2. Entitas yang menjadi penghambatan dalam Penerapan Digitalisasi Administrasi 

Perpajakan dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Wajib Pajak Orang Pribadi. 

 

Penerapan digitalisasi administrasi perpajakan memiliki entitas hambatan berdasarkan 

hasil wawancara adalah : 

1) Kurang pemahaman Wajib Pajak dalam sistem teknologi 

2) Kurangnya sarana prasarana, sumber daya pegawai dan Informasi Teknologi (IT) 

3) Permasalahan dengan jaringan internet dan sistem tidak dipersiapkan dengan baik 

4) Keterbatasan pengunjung wajib pajak ke KPP disituasi Covid 

3. Entitas pendorong yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam Penerapan 

Digitalisasi Administrasi Perpajakan dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Wajib 

Pajak Orang Pribadi. 

 

Dalam entitas pendorong yang dilakukan oleh KPP Pratama Tanah Abang Tiga untuk 

mengatasi hambatan – hambatan dalam penerapan digitalisasi administrasi perpajakan berdasarkan 

hasil wawancara adalah : 

1) Melakukan motivasi – motivasi 

2) Melakukan motivasi – motivasi yang dilakukan dari kantor pusat maupun KPP dengan 

siap segala dalam pembaruan dan pengupdatean server dan data serta keamanan dalam 

integritas instansi data yang kuat dengan membangun sistem kecepatan dalam proses 

administrasi. Hal tersebut menciptakan kualitas pelayanan yang baik serta petugas pajak 

yang profesional, cekatan dan pengetahuan penerapan digital dan terjaga koneksi yang 

baik pula. 

3) Pendekatan oleh AR (Account Representative) 

4) Account Representative mempunyai tugas yaitu, pertama; melakukan pengawasan 

kepatuhan perpajakan Wajib Pajak, kedua; bimbingan atau himbauan dan konsultasi 
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teknis perpajakan kepada Wajib Pajak, ketiga; penyusunan profil Wajib Pajak, keempat; 

analisis kinerja 

5) Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi, dan kelima; 

melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku. 

6) Pada dasarnya tugas utama AR adalah pengawasan kepatuhan Wajib Pajak 

(material/formal), konsultasi dan pelayanan, penggalian potensi dan intensifikasi, 

pengumpulan dan pengolahan data/informasi. Sehingga diharapkan AR dapat membantu 

dalam penggalian potensi perpajakan atas Wajib Pajak Orang Pribadi dengan melakukan 

kewajiban perpajakan, dan pengawasan agar Wajib Pajak patuh dan taat dalam 

melaporkan perpajakannya. 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan uraian di atas dari hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya serta 

mengacu pada teori yang telah dijelaskan sebelumnya maka penulis menarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Menurut penelitian yang saya teliti, Analisis penerapan digitalisasi administrasi perpajakan 

dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Wajib Pajak Orang Pribadi dimasa pandemi Covid-

19 pada PP Pratama Tanah Abang Tiga Jakarta tahun 2020 secara struktur organisasi, 

penyempurnaan manajemen sumber daya masusia dan pelaksanaan good governance sudah baik 

dalam tata kelola pelayanan administrasi perpajakan yang secara digital sudah terlaksana 

dengan baik pada KPP Pratama Tanah Abang Tiga, dan hanya saja masih ada kendala di dalam 

penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi yang 

belum maksimal, sebab masih banyak Wajib Pajak Orang Pribadi yang kurang paham dan tidak 

mengerti digitalisasi. Efek dari penerimaan wajib pajak orang pribadi adalah sangat membantu 

dengan adanya penerapan digitalisasi administrasi perpajakan. 

2. Entitas yang menjadi penghambatan dalam Penerapan Digitalisasi Administrasi Perpajakan 

dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah kurang 

pemahaman Wajib Pajak dalam sistem teknologi, kurangnya sarana prasarana, sumber daya 

pegawai dan Informasi Teknologi (IT), permasalahan dengan jaringan internet dan sistem tidak 

dipersiapkan dengan baik, keterbatasan pengunjung wajib pajak ke KPP disituasi pandemi 

Covid-19. 

3. Entitas pendorong yang dilakukan untuk mengatasi hambatan- hambatan dalam Penerapan 

Digitalisasi Administrasi Perpajakan dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Wajib Pajak 

Orang Pribadi adalah melakukan motivasi – motivasi yang dilakukan dari kantor pusat maupun 

KPP dengan siap segala dalam pembaruan dan pengupdatean server dan data serta keamanan 

dalam integritas instansi data yang kuat dengan membangun sistem kecepatan dalam proses 

administrasi. Selain itu pendekatan Acoount Representative untuk menggali potensi Wajib 

Pajak Orang Pribadi dengan mengawasi kewajiban perpajakannya menggunakan digitalisasi. 
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